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Abstrak 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diperhatikan tumbuh kembangnya. Faktanya 

tidak semua anak mendapatkan pendidikan serta perhatian yang baik, sehingga banyak anak yang 

melakukan penyimpangan bahkan sampai melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan 

oleh Anak menjadi topik menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 

bagaimana proses penjatuhan pidana terhadap Anak dan bagaimana relevansi penjatuhan hukuman 

pidana Anak dan tujuan pemidanaan. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian 

menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengacu 

pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) 

dimana Undang-Undang ini merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam 

rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dimana 

penerapan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum berorientasi pada pembinaan dan 

perlindungan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.  

Kata Kunci: Anak, Tindak pidana Anak, Sistem Peradilan Anak, Hukum. 

 

Abstratct 

Children are the next generation of the nation that must be considered for their growth and 

development. In fact, not all children get good education and attention, so that many children commit 

deviations and even commit criminal acts. Crimes committed by children are an interesting topic to 

research. This research aims to analyze how the process of imposing criminal punishment on 

children and how the relevance of imposing criminal punishment on children and the purpose of 

punishment. The research method used in this research is normative juridical approach and 

empirical juridical approach. The results of the study concluded that the protection of children in 

conflict with the law must refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice 

System (UU SPPA) where this Law is a real step taken by the government in order to provide 

guarantees and legal certainty for children in conflict with the law where the application of 

punishment against children in conflict with the law is oriented towards the guidance and protection 

of children in conflict with the law 
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PENDAHULUAN 

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. 

Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan 

melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri 

atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada 

masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak 

perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak 

merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, 

agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti 

kehidupanAnak merupakan salah satu aset negara dimana anak merupakan generasi penerus 

untuk bangsa dan tanah air. 

Anak pada tumbuh kembangnya sudah sepatutnya mendapatkan pendidikan yang 

layak, lingkungan yang aman, dan penuh kasih sayang sehingga anak bisa tumbuh dan 

berkembang menjadi individu yang memiliki kepribadian yang baik. Pada faktanya tidak 

semua anak beruntung untuk mendapatkan semua hal tersebut. Faktanya banyak anak di 

Indonesia yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang tidak baik serta minim 

pendidikan. Berdasarkan hal tersebut banyak juga anak yang pada akhirnya memiliki 

kepribadian yang kurang baik bahkan sudah banyak kejadian dimana kasus kejahatan atau 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak . Kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin 

beragam, dimana orang tua seringkali lalai dalam melakukan pengawasan terhadap anak 

akibatnya anak dapat melakukan tindak pidana, salah satu tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak adalah tindak pidana percobaan pemerkosaan dimana diatur dalam Pasal 285 yang 

menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan 

perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 

Tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak sudah banyak terjadi 

salah satunya yang dilakukan oleh pelaku anak dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang Nomor:44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk, dengan terdakwa Anak (17) tahun. Tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana 

terhadap anak dengan Menyatakan Anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana “Melakukan Percobaan Pemerkosaan “ sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam 285 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 tentang 

sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 1 ayat (3) 

UU SPPA, diartikan sebagai seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang 

melakukan tindak pidana akan diupayakan diversi terlebih dahulu dalam menyelesaikan 

perkaranya. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan : “Diversi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 

(a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh); dan (b) bukan merupakan 

pengulangan tindak pidana”. Pada kasus tindak pidana percobaan perkosaan, Pasal yang 

dikenakan ialah Pasal 285 KUHP yang mana ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun 

penjara. Anak sebagai terdakwa dalam tindak pidana percobaan perkosaan tidak dapat 

dilakukan proses diversi, karena sudah jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana pada point 

a Pasal 7 ayat (1). Apabila diversi tidak dilakukan, maka akan dilanjutkan ke proses 

persidang . Apabila diversi tidak dilakukan, maka akan dilanjutkan ke proses persidangan . 

Perkosaan diatur di dalam KUHP pada Pasal 285 yang menyebutkan bahwa barang 

siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh 

dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara 
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paling lama 12 (dua belas) tahun. Percobaan diatur di dalam Pasal 53 KUHP yang 

menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, dimulai dari adanya 

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan 

karena kehendaknya sendiri. Jika seseorang melakukan pidana percobaan perkosaan akan 

dikenakan ketentuan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 KUHP yang ancamannya maksimal 12 

(dua belas) tahun dikurangi 1⁄3 (sepertiga) nya. Maka ancaman maksimal yang dapat 

dikenakan bagi pelaku percobaan pemerkosaan ialah 9 ( sembilan) tahun. Jika yang 

melakukan percobaan pemerkosaan adalah anak-anak maka hukuman maksimalnya adalah 

4,5 tahun dan tidak lebih dari itu karena UU SPPA telah mengatur bahwa hukuman anak 

adalah setengah dari ancaman orang dewasa . Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi 

isu hukum dalam penelitian ini adalah putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara 

selama 10 (sepuluh) bulan kepada anak dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN 

Tjk. 

Anak yang terlibat dengan hukum dianggap sebagai pelaku, anak juga dikategorikan 

sebagai korban, makna korban dalam hal ini adalah korban dari kelalaian orang tuanya yang 

menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana. Walaupun di dalam hukum pidana 

menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya, namun dalam hal ini anak yang dianggap sebagai korban dari kelalaian orang 

tuanya menyebabkan orang tua juga ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah 

dilakukan anaknya. Pertimbangan psikologis merupakan latar belakang untuk menghindari 

akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul 

dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya 

kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya . 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Efektivitas Penjatuhan Hukuman Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku 

Percobaan Pemerkosaan oleh Anak 

Anak harus dipahami sebagai seorang yang belum mampu memahami masalah hukum 

yang terjadi atas dirinya. Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak 

bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. 

Menangkap anak yang melakukan kenakalan, harus didasarkan pada bukti yang cukup dan 

jangka waktu yang terbatas1Undang-Undang Peradilan Anak akan memberikan landasan 

hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan 

peradilan anak. Selain itu Undang-Undang Peradilan Anak, yang ditujukan sebagai 

perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan 

memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun 

penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang 

terbaik bagi anak (the best interest of the child)2. 

Efektivitals hukum da lla lm tindalkaln a ltalu reallital hukum dalpa lt diketa lhui alpa lbila l 

seseora lng menya ltalkaln balhwa l sualtu ka lidalh hukum berhalsil alta lu galga ll mencalpali 

tujualnnyal,malkal ha ll itu bialsa lnyal diketalhui a lpalkalh penga lruhnyal berha lsil mengaltur sika lp 

tindalk alta lu perilalku tertentu sehinggal sesua li dengaln tujualnnya l altalu tidalk. jalminaln 

perlindungaln hukum terha lda lp a lnalk yalng berhaldalpaln denga ln hukum dalla lm Sistem Peraldilaln 

Pidalnal ALnalk Indonesia l alda lla lh bermalnfa la lt nya ltal seperti: menghindalri stigmal pa lda l alnalk, 

 
1 Risna Sidabutar& SuhatrizalFakultas Hukum, UniversitasMedan Area, Indonesia Perlindungan Hukum 

terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulanpada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn ( jurnal 
ilmiah hukum ) 
2 Sambas, N.& Unisba, F. H. (2012). Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan 
Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Nomor 3 
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perda lmalialn pela lku da ln korbaln menguralngi ka lsus malsuk ke penga ldilaln sehingga l a lkaln 

menguralngi bebaln nega lral dalla lm penyelenggalra laln sistem pera ldilaln pidalna l. ALnalk ya lng 

melalkuka ln tinda lk pida lna l dallalm palsall 1 ALngkal (3) Unda lng-Undalng Nomor 11 Ta lhun 2012 

tentalng Sistem Pera ldila ln Pidalna l A Lnalk (UUSPPA L) disebut denga ln istilalh ALnalk ya lng 

Berkonflik denga ln Hukum, ya litu alna lk ya lng telalh berumur 12 (dual belals) ta lhun, teta lpi 

belum berumur 18 (delalpaln bela ls) ta lhun ya lng didugal mela lkuka ln tindalk pidalna l. 

ALnalk ya lng mela lkuka ln tindalk pidalnal da llalm konteks hukum positif ya lng berlalku di 

Indonesial tetalp ha lrus mempertalnggungjalwalbkaln perbua lta lnnyal di depaln hukum, nalmun 

demikialn menginga lt usia lnyal yalng malsih dalla lm kaltegori alnalk ma lkal proses hukum terha lda lp 

alna lk dilalksa lna lka ln secalral khusus denga ln UUSPPA L. Efektivitals hukum dallalm tindalka ln altalu 

rea llital hukum da lpa lt diketalhui a lpa lbilal seseoralng menyalta lka ln ba lhwal sualtu kalida lh hukum 

berha lsil alta lu galgall menca lpa li tujualnnya l, malkal ha ll itu bia lsalnya l diketalhui alpalkalh 

pengalruhnya l berhalsil mengaltur sikalp tindalk altalu perilalku tertentu sehingga l sesuali denga ln 

tujualnnyal altalu tida lk. 

Efektivitals hukum alrtinyal efektivitals hukum alkaln disoroti dalri tujualn yalng ingin 

dicalpa li, ya lkni efektivita ls hukum. Sallalh sa ltu upalya l ya lng bia lsa lnya l dilalkukaln alga lr supalya l 

malsya lra lka lt mema ltuhi kalida lh hukum aldalla lh dengaln mencalntumka ln salnksi-salnksinya l. 

Salnksi - salnksi tersebut bisa l berupa l salnksi negaltif altalu sa lnksi positif, yalng malksudnya l 

alda lla lh menimbulkaln ralngsalnga ln a lga lr ma lnusial tidalk mela lkukaln tindalkaln tercela l a lta lu 

melalkuka ln tindalkaln ya lng terpuji3. Malsa llalh alnalk ya lng mela lkukaln tindalk pida lnal dalpalt 

dengaln mudalh dipa lhalmi, yalkni mela lngga lr palsall-pa lsa ll ya lng dia ltur dallalm KUHP alta lu 

pera ltura ln hukum pida lnal dilualr KUHP. Efektivita ls pidalna l penja lra l terhaldalp alna lk dilihalt da lri 

alspek perba lika ln pela lku tindalk pida lna l ALna lk. 

Penjaltuhaln pida lna l terhaldalp a lna lk halrus dalpalt mewujudkaln kesejalhtera la ln alna lk. Ha lkim 

menjaltuhka ln pidalnal terhalda lp a lna lk berorienta lsi palda l upa lya l memberika ln yalng pa lling balik 

balgi a lnalk, talnpa l mengorbalnkaln kepentingaln malsya lra lka lt daln tegalknyal wiba lya l hukum4. 

Salnksi pidalnal yalng dija ltuhkaln kepaldal alnalk didalsa lrka ln kepaldal kebenalraln, kealdila ln da ln 

kesejalhtera la ln alnalk. Pera ldilaln Pida lnal A Lna lk sebalga li upalyal koreksi, reha lbilitalsi, sehingga l 

cepa lt alta lu lalmba lt, alnalk dalpa lt kemballi ke kehidupaln malsyalralkalt norma ll daln bukaln untuk 

mengalkhiri halra lpa ln daln potensi malsal depalnnyal. Penjaltuha ln pidalnal altalu tindalka ln 

merupalkaln sua ltu tindalkaln yalng ha lrus diperta lnggungjalwa lbka ln daln da lpa lt bermalnfa la lt balgi 

alna lk5. Penalnga lnaln pera ldilaln alnalk ya lng berhalda lpa ln denga ln hukum halrus melihalt 

kedudukalnnyal sebalgali alna lk dengaln semual sifalt da ln ciri-cirinyal yalng khusus, dengaln 

demikialn orienta lsi alda lla lh bertolalk da lri konsep perlindungaln terhaldalp a lnalk da llalm proses 

penalngalnalnnyal sehinggal ha ll ini alka ln berpija lk palda l konsep keseja lhteralaln alnalk da ln 

kepentingaln alnalk tersebut. Pena lnga lna ln a lna lk dalla lm proses hukumnya l memerluka ln 

pendeka ltaln, pelalyalnaln, perlalkualn, pera lwa lta ln sertal perlindungaln ya lng khusus balgi alnalk 

dalla lm upalya l memberikaln perlindunga ln hukum terhalda lp a lnalk yalng berha lda lpaln dengaln 

 
3 Salbialn Utsmaln, Dalsalr-Dalsalr Sosiologi(Yogyalkalrtal:Pustalkal Belaljalr, 2009), h. 12. 
4 Salputral, Oxfialn, et all, Peraln Balla li Pemalsyalralkaltaln Kela ls Ii Metro Dalla lm Pengalwalsaln Terhaldalp ALnalk Didik 

Pema lsyalralkaltaln Yalng Memperoleh A Lsimilalsi (Studi Paldal Ballali Pema lsyalralkaltaln Kelals Ii Metro), 2019. Hall. 3. 
5 Risnal Sidalbutalr, Suhalriza ll, Perlindungaln Hukum terha lda lp ALnalk yalng Melalkukaln Tinda lk Pidalnal Pencalbulaln paldal 
Putusaln No. 2/pid. sus/2014 PN. Mdn, Jurnall Ilmia lh Penegalkaln Hukum, 5(1), 2018. Hall. 23 
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hukum 

Keduduka ln istimewal alnalk da lla lm hukum itu dila lnda lsi denga ln pertimbalngaln ba lhwa l 

alna lk aldalla lh malnusia l dengaln segalla l keterbalta lsaln biologis daln psikisnya l belum ma lmpu 

memperjualngkaln sega lla l sesualtu yalng menjaldi halk-halknyal. ALna lk sebalgali subjek dalri hukum 

negalra l ha lrus dilindungi, dipeliha lra l daln dibina l demi keseja lhtera la ln a lna lk itu sendiri. ALdalpun 

substalnsi yalng dia ltur dalla lm UU SPPA L alnta lra l lalin mengena li penempalta ln a lnalk yalng 

menjalla lni proses pera ldilaln da lpa lt ditempaltka ln di Lembalgal Pembina laln Khusus ALna lk 

(LPKAL). ALna lk seba lga li pelalku keja lha ltaln ya lng malsih tergolong alna lk alkaln lebih muda lh 

pengenda llialnnyal da ln perbalika lnnya l dalripaldal seoralng pela lku keja lhalta ln yalng dilalkukaln oleh 

oralng dewa lsa l6. 

ALnalk denga ln sega llal keterba ltalsaln biologis daln psikisnyal mempunyali ha lk yalng salma l 

dalla lm setialp a lspek kehidupa ln, balik itu a lspek kehidupaln sosia ll, ekonomi da ln hukum.Prinsip 

kesalma la ln ha lk a lntalral alnalk da ln ora lng dewalsal dilaltalrbelalkalngi oleh unsur internall da ln 

eksterna ll ya lng melekalt palda l diri alnalk tersebut, yalitu: Unsur interna ll pa ldal diri alnalk ya litu 

alna lk tersebut merupalka ln subjek hukum salmal seperti oralng dewalsal, a lrtinyal seba lga li seora lng 

malnusial, a lna lk juga l digolongkaln seba lga li ha lk alsalsi yalng terikalt denga ln ketentualn perunda lng 

undalnga ln7. Esensi yalng terkalndung dallalm tujualn sistem Peraldilaln Pida lnal ALnalk aldalla lh 

untuk memberikaln perlindungaln kepalda l a lna lk daln menjalmin keseja lhtera la ln alna lk, meskipun 

ial berkonflik denga ln hukum. Penjaltuha ln sa lnksi hukum terha ldalp a lna lk halrus bena lr- bena lr 

seca lra l proporsiona llitals, tidalk ha lnya l memberi salnksi yalng berorienta lsi palda l penghukumaln 

(pidalna l penjalral) sema ltal, a lka ln teta lpi jugal memberika ln a llterna ltif lalin dalla lm bentuk 

pembinala ln (trea ltment) sesuali dengaln tujua ln pemidalna la ln8. 

Penegalkaln hukum a lda lla lh sistem kerjal a ltalu berfungsinyal a lpalra lt penegalk hukum dallalm 

menjalla lnka ln fungsi/kewena lngalnnyal malsing-malsing di bida lng penega lka ln hukum 

(integrallita ls fungsiona ll). Secalra l struktura ll penegalkaln hukum merupa lkaln sistem operalsionall 

alta lu bekerjalnyal berba lga li profesi penegalk hukum9. Pemidalnalaln alda lla lh penderita la ln yalng 

sengalja l dibeba lnka ln kepalda l seseoralng yalng melalkuka ln perbualta ln ya lng memenuhi syalra lt-

syalralt tertentu. Pida lna l sebalga li realksi a lta ls delik daln ini berwujud sua ltu nestalpa l ya lng dengaln 

sengalja l ditimpalkaln nega lral kepa lda l si pembua lt delik itu. Pida lnal pa lda l halkikaltnya l merupalkaln 

sualtu pengena la ln penderita la ln a lta lu nestalpa l alta lu alkibalt-a lkibalt lalin yalng tidalk menyena lngka ln. 

Pidalnal itu diberika ln dengaln senga ljal oleh ora lng altalu baldaln ya lng mempunyali kekualsala ln 

(ora lng yalng berwena lng) daln pidalna l dikena lka ln kepaldal seseora lng yalng telalh melalkuka ln 

tindalk pidalnal menurut undalng-undalng10. 

Balrda l Nalwa lwi ALrief daln Mula ldi, menyalta lka ln balhwal hubunga ln alnta lral peneta lpa ln 

salnksi pidalna l da ln tujualn pemida lna laln aldalla lh titik penting da llalm menentukaln stra ltegi 

perencalnalaln politik krimina ll. Menentukaln tujualn pemidalna la ln dalpalt menjaldi lalnda lsa ln untuk 

 
6 Sidalbutalr, Olaln Naltal, penera lpaln pidalna l pembinalaln da llalm lembalga l penyelengga lralaln kesejalhtera laln sosiall 

terhalda lp alnalk berhaldalpaln dengaln hukum(Studi Putusaln Nomor: 14/Pid. Sus A Lnalk/2018/PN Met), 2021. hlm. 4. 
7 Nalndalng Salmbalr, Pembalrua ln Sistem Pemidalnala ln ALnalk di Indonesia l, Gralhal Ilmu, Yogyalkalrtal, 2013, hlm 25 
8 Moch. Falisall Sallalm, Hukum ALca lral Perlindungaln ALna lk di Indonesia l, Malndalr Malju, Ba lndung, 2005, hlm. 11.  

 
9 Balrdal Nalwalwi ALrief, Reforma lsi Sistem Peraldila ln (Sistem Penega lkaln Hukum) di Indonesia l, Baldaln Penerbit 

Universita ls Diponegoro, Sema lralng, 2011, hlm. 1. 
10 Sudalrto. Op.Cit.. hlm. 35 
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menentukaln ca lral, salra lnal alta lu tinda lka ln ya lng alkaln digunalka ln. Kebijalkaln menetalpkaln sa lnksi 

pidalna l alpal yalng dia lnggalp pa lling balik untuk mencalpali tujualn, setida lk-tidalknya l mendekalti 

tujualn, tidalk da lpalt dilepa lska ln dalri persoa lla ln pemilihaln berbalgali a llternaltif salnksi11. Pokok-

pokok pikiraln ya lng terkalndung dalla lm perumusa ln tujualn pemidalnalaln aldalla lh : 

a. Paldal ha lkika ltnyal unda lng-undalng merupalkaln sistem hukum ya lng bertujualn sehingga l 

dirumuskaln pida lna l da ln a lturaln pemidalna la ln da lla lm undalng-undalng, paldal halkikaltnyal ha lnya l 

merupalkaln salralnal untuk mencalpali tujua ln, 

b. Dilihalt seca lral fungsionall opera lsionall, pemida lna la ln merupalkaln sualtu ralngkalia ln proses daln 

kebijalka ln ya lng konkretalsinyal senga ljal direncalnalka ln mela llui tiga l ta lhalp, a lga lr alda l 

keterja llinaln daln keterpa ldua ln alnta lral tigal talhalp itu seba lga li sa ltu kesaltua ln sistem 

pemidalna la ln, malkal dirumuskaln tujualn pemidalnalaln, 

c. Perumusaln tujua ln pemidalna la ln dimalksudkaln seba lgali ”fungsi pengenda llia ln kontrol” daln 

sekalligus memberika ln lalnda lsa ln filosofis, dalsa lr ralsiona llitals daln motivalsi pemidalnalaln 

yalng jela ls da ln teralralh12.  

Halkim ALna lk berpendalpalt untuk la lmalnya l pidalnal yalng dijaltuhkaln a lka ln ditentuka ln 

dalla lm almalr putusa ln dengaln mempertimbalngka ln alspek kea ldilaln, kepa lstialn hukum daln 

kemalnfalalta ln di malnal menurut Ha lkim a lnalk cukup memalda li da ln aldil serta l malnusialwi dengaln 

perbua ltaln yalng dilalkukalnnya l dikalrena lka ln tujualn pemidalna la ln aldalla lh bukaln sema ltal-malta l 

untuk memballals dendalm altals perbua ltaln pida lna l yalng tela lh dilalkuka ln oleh ALnalk, alka ln teta lpi 

jugal bersifa lt eduka ltif yalitu instrumen pembela ljalraln balgi ALna lk, a lga lr dalpa lt memperbaliki 

sikalp daln perbualta lnnya l di malsal ya lng alkaln daltalng. Sela lin itu, tujua ln pemidalna la ln juga l 

merupalkaln media l pembelalja lraln hukum balgi malsya lra lka lt lua ls a lta lu merupalka ln instrumen 

intimidalsi yalng efektif a lga lr alnggotal ma lsya lralka lt dihalra lpka ln tida lk mela lkukaln perbua lta ln 

pidalna l ba lik itu bersifa lt kejalhalta ln ma lupun pela lnggalraln. Oleh ka lrenal itu malka l jenis da ln 

lalmalnyal pida lna l ya lng dijaltuhka ln kepa lda l ALnalk sebalga limalnal termualt da lla lm almalr Putusaln ini 

diralsa l telalh tepa lt da ln aldil dengaln ha lra lpa ln memberikaln malnfa lalt (efek jera l daln eduka lsi) 

kepaldal A Lna lk untuk tida lk mengulalngi perbualta lnnyal la lgi 

Maljelis Halkim a lka ln mempertimbalngka ln a lpa lka lh terha lda lp pribaldi daln a ltals perbua lta ln 

ALnalk aldal a lla lsa ln penghalpus pertalnggungja lwalbaln pida lna l, balik a lla lsa ln pemala lf ma lupun 

pembena lr, sehingga l bera lkibalt dalpa lt a ltalu tidalknya l ALnalk memperta lnggungja lwa lbka ln 

perbua ltalnnyal. ALla lsaln pemala lf aldallalh bersifa lt subjektif daln meleka lt palda l diri A Lna lk, 

khususnyal mengena li sikalp baltin sebelum a lta lu palda l sala lt alkaln berbua lt sualtu tinda lk pida lna l. 

Selalmal proses persida lngaln Ha lkim alnalk tida lk menemuka ln kea lda la ln-kealdala ln ya lng menja ldi 

alla lsaln pemalalf a lta lu penghalpus pidalnal sehinggal alnalk dikaltegorikaln da lpa lt 

mempertalnggungjalwalbkaln perbua ltalnnyal. A Llalsaln pembena lr a lda llalh bersifalt objektif da ln 

melekalt paldal perbualtaln altalu hall-hall la lin di lualr ba ltin pembualt alta lu pela lku. Halkim alna lk juga l 

tidalk menemukaln fa lktal-falktal yalng membuktikaln a lda lnya l kealdalaln-kealdalaln tersebut, 

sehinggal secalra l yuridis tidalk aldal a lla lsaln kehilalngaln sifa lt melalwaln hukum altals perbua ltaln 

ALnalk. Halkim alnalk menimba lng lalporaln penelitia ln kemalsya lra lka lta ln ALna lk dimalnal sa lraln da ln 

rekomenda lsi dalri Pembimbing Kema lsyalra lkaltaln yalitu alga lr terhaldalp ALna lk dijaltuhi Pidalnal 

 
11 Balrdal Nalwalwi ALrief. RUU KUHP Ba lru Sebualh Restrukturisalsi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidalna l Indonesia l. 

Baldaln Penerbit Universita ls Diponegoro. Sema lralng. 2012. hlm. 30 
12 Ibid. hlm. 31.  
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Pembinalaln Dalla lm Lembalga l berupal pembina la ln kepribaldialn da ln pembinalaln kemalndiria ln di 

Lembalgal Pembina laln Khusus ALnalk (LPKAL). Setelalh memperha ltikaln falkta l-falkta l hukum 

selalma l di persida lnga ln berupal ketera lnga ln ALnalk Korbaln daln palral salksi, dihubungkaln dengal:  

1. Tujualn da lri pemida lna la ln ALnalk; 

2. Palsall 71 a lya lt (1) huruf e jo. Palsall 79 a lya lt (3) jo. Palsall 81 a lya lt (1) 

Undalng Unda lng Nomor 11 Talhun 2012 tentalng Sistem Peraldilaln Pidalna l 

ALnalk besertal penjela lsalnnyal 

Penjaltuhaln pida lnal mela llui putusaln halkim ha lrus berda lsalrka ln falkta l yalng jelals daln fa lktal 

memegalng pera lna ln penting dallalm setialp putusaln halkim. Oleh ka lrena l itu, dallalm 

memutuskaln perka lra l palsti membutuhkaln falktal hukum dalri sua ltu perka lral. Putusa ln halkim 

alka ln a ldil jikal berdalsalrkaln falkta l ya lng benalr. ALrtinyal hukum tidalk alka ln bisal diputus denga ln 

aldil jikal fa lktal hukum tidalk alda l. Jika l ha lkim tela lh menyalmpingka ln falkta l persidalngaln, fa lkta l 

salksi, bukti lalin, daln falktal pembela la ln, itu bera lrti halkim telalh melalkukaln kesalla lha ln fa ltall. 

Fa lktal-fa lkta l itu halrus dimualt da lla lm pertimba lngaln halkim da ln secalra l norma ltif putusaln halkim 

sehalrusnyal memperhaltikaln falktal persida lnga ln, balik itu falkta l sa lksi, bukti alta lu fa lktal 

pembelalaln. 

 Halkim da lla lm menilali kebena lra ln keteralnga ln palral salksi malupun terda lkwal, halrus 

dengaln memperha ltika ln: persesualia ln a lnta lra l keteralngaln salksi saltu dengaln yalng lalin, 

persesua lia ln keteralngaln alntalra l ketera lnga ln salksi dengaln a llalt bukti la lin, alla lsaln ya lng mungkin 

dipergunalkaln sa lksi untuk memberi ketera lnga ln tertentu, ca lra l hidup daln kesusilala ln salksi, 

sertal segalla l sesua ltu yalng palda l umumnyal dalpalt mempenga lruhi dalpalt tidalknyal keteralngaln itu 

diperca lya l. Putusaln ha lkim memalng tetalp dituntut oleh ma lsyalra lka lt untuk berlalku a ldil, na lmun 

sebalgali malnusial juga l halkim dallalm putusalnnyal tidalkla lh mungkin memua lskaln semua l pihalk, 

tetalpi walla lupun begitu ha lkim teta lp diha lra lpka ln menghalsilka ln putusa ln yalng sealdil aldilnya l 

sesuali falkta l-fa lktal hukum di da lla lm persida lnga ln ya lng didalsa lri pa lda l a ltura ln dalsa lr hukum yalng 

jelals(a lsa ls lega llitals) da ln disertali denga ln halti nuralni ha lkim. putusa ln halkim halrus disertali 

dengaln keya lkina ln yalng diperoleh da lri keteralngaln salksi yalng salling bersesua lia ln saltu salma l 

lalin serta l alla lt bukti da ln sebelum menjaltuhka ln putusaln ma lkal ha lkim perlu 

mempertimbalngka ln beberalpal alspek, balik alspek yuridis malupun non yuridis. 

ALspek yuridis berda lsa lrkaln a lta ls penilalia ln halsil pembuktia ln pa lsall-palsa ll yalng 

didalkwa lka ln Penuntut Umum. A Lspek non yuridis alda lla lh berka litaln era lt dengaln kondisi sosia ll, 

ekonomis, kepribaldia ln terdalkwal yalng dalpalt diura likaln da llalm ha ll ha ll yalng membera ltkaln daln 

hall-ha ll ya lng meringa lnkaln. Mengena li alla lt-a lla lt bukti daln pembuktia ln yalitu dallalm setia lp 

pemeriksa laln, a lpa lka lh itu pemeriksala ln denga ln alcalra l bialsa l, alcalra l singkalt, malupun a lca lra l 

cepa lt, setialp allalt bukti itu diperluka ln guna l membalntu ha lkim untuk pengalmbilaln 

keputusalnnya l. ALlalt-alla lt bukti ini a ldalla lh sa lngalt perlu, oleh ka lrena l halkim tidalk boleh 

menjaltuhka ln pidalnal kepalda l seseora lng kecua lli alpalbilal denga ln sekura lng kuralngnyal dual alla lt 

bukti yalng salh da ln halkim memperoleh keya lkinaln balhwa l sualtu tinda lk pidalna l bena lr terjaldi 

daln terdalkwalh yalng mela lkuka ln perbualtaln itu. 

Undalng-Unda lng Kekualsala ln Kehalkima ln mengaltur ba lhwal putusa ln ha lkim bersifalt 

independen daln ha lrus bebals da lri intervensi da lri pihalk malnalpun, da llalm kondisi ya lng 

demikialn semual putusa ln halkim halrus memenuhi ralsa l kea ldilaln ma lsyalralka lt. Pidalna l yalng 

dijaltuhkaln halkim terha ldalp a lna lk pela lku tindalk pidalna l perdalgalngaln alna lk dalla lm Putusa ln 
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Nomor : 44/Pid.Sus-ALnalk/2022/PN.Tjk sesua li dengaln falkta l ya lng terungka lp di persidalngaln, 

yalitu a lda lnyal keteralngaln palral salksi yalng salling bersesua lia ln, ketera lngaln terdalkwa l ya lng 

mengalkui perbualta lnnya l, daln aldalnya l a llalt bukti alta lu balralng bukti ya lng memperkualt da ln 

meyalkinka ln ba lhwa l ALnalk tela lh melalkukaln tindalk pida lnal. Ura lia ln di alta ls menunjukkaln 

balhwal ha lkim dallalm menja ltuhkaln pida lna l terha lda lp alnalk sebalgali pela lku tindalk pidalnal ha lrus 

mengalcu paldal sistem pera ldilaln pidalnal a lna lk.  

Pemalsya lra lka ltaln altalu Rumalh Ta lha lna ln Negalral sebalga li Lemba lga l Pembinalaln Khusus 

ALnalk. Tugals pokok LPKAL a lda llalh melalksalna lka ln tujualn penga lyoma ln da ln pembinala ln a lna lk 

pidalna l melallui pendidika ln, reha lbilitalsi daln reintegra lsi. Fungsi LPKAL a ldalla lh melalksalnalkaln 

pembinala ln, pembimbinga ln, pengalwa lsaln, penda lmpingaln, pendidika ln da ln pelaltiha ln sertal halk 

lalin sesuali ketentualn perunda lng-unda lnga ln. Wewenalng LPKAL alda llalh melalksalnalka ln 

pembinala ln ba lgi alna lk yalng terkena l pidalna l berdalsa lrka ln sistem, kelemba lga la ln, daln ca lra l 

pembinala ln dalla lm sistem pera ldila ln pida lna l a lna lk di Indonesia l. Sistem Pera ldilaln Pidalnal ALna lk 

mengaltur ba lhwa l alnalk halnya l dalpalt dijaltuhi pidalna l alta lu dikena li tindalka ln berda lsa lrkaln 

ketentualn dallalm Undalng-Undalng ini, seda lngka ln alna lk ya lng belum berusia l 14 ta lhun halnya l 

dalpa lt dikena li tindalkaln. Ringalnnya l perbualtaln, kealdalaln pribaldi alnalk altalu kealdalaln palda l 

walktu dilalkuka ln perbualtaln altalu ya lng terja ldi kemudialn dalpalt dijaldika ln dalsalr pertimba lnga ln 

halkim untuk dalpa lt menjaltuhkaln pida lna l a ltalu tindalka ln denga ln mempertimba lngka ln segi 

kealdila ln da ln kema lnusia laln. 

Halkim mempertimba lngkaln ba lhwa l pidalnal ya lng dijaltuhkaln kepalda l terdalkwal alna lk 

merupalkaln upa lya l untuk memperba liki perila lku terda lkwa l alnalk mela llui proses pemida lna la ln. 

Hall ini bermalknal ba lhwal filosofi pemidalnalaln aldalla lh pembina la ln terhaldalp pelalku tindalk 

pidalna l sehingga l setela lh terpidalna l kelua lr dalri lembalgal pema lsyalra lkalta ln, alkaln dalpalt 

memperba liki dirinya l da ln tidalk melalkukaln tindalk pidalna l lalgi. Pertimba lngaln ini digunalka ln 

halkim dallalm ralngkal mewujudkaln kesejalhtera la ln alna lk 

Halkim menjaltuhka ln pidalna l terha lda lp alnalk berorientalsi paldal upa lya l memberikaln ya lng 

palling ba lik ba lgi alnalk, talnpa l mengorbalnkaln kepentingaln ma lsya lra lka lt da ln tegalknyal wibalya l 

hukum. Salnksi pida lnal ya lng dijaltuhkaln kepa lda l alnalk dida lsa lrkaln kepa lda l kebenalra ln, kealdila ln 

daln keseja lhteralaln a lna lk. Peraldila ln Pidalna l ALna lk sebalgali upa lya l koreksi, rehalbilitalsi, sehingga l 

cepa lt alta lu la lmbalt, a lna lk dalpa lt kemballi ke kehidupa ln ma lsya lra lka lt daln buka ln untuk 

mengalkhiri halra lpa ln daln potensi malsal depalnnyal. Penjaltuha ln pidalnal altalu tindalka ln 

merupalkaln sua ltu tindalkaln yalng ha lrus diperta lnggungjalwa lbka ln daln da lpa lt bermalnfa la lt balgi 

alna lk. Upalya l untuk mencalpali tujua ln di altals ditunjalng oleh pa lrtisipalsi terpaldu alnta lral alnalk 

yalng berkonflik dengaln hukum itu sendiri, seda lngkaln bentuk palrtisipalsi alna lk yalng 

berkonflik denga ln hukum dallalm ra lngka l menca lpali tujualn pembinalaln a lda llalh denga ln aldalnya l 

kemalua ln a lta lu teka ld a lka ln perba likaln alta ls dirinya l sertal menyesalli perbua ltalnnyal. 

Dukungaln malsya lralkalt jugal berperaln da llalm alrti bersedia l menerimal malnta ln alnalk yalng 

berkonflik denga ln hukum da ln tidalk mengalsingkalnnya l da lla lm alrti mengalralhkaln alnalk 

bertingkalh la lku dengaln balik, da ln bukaln sela llu mencuriga linyal. tida lk boleh aldal penyiksala ln 

terhaldalp a lna lk ya lng berkonflik denga ln hukum paldal umumnya l, balik yalng berupal tinda lka ln. 

perlalkualn, uca lpa ln, ca lral pera lwa ltaln altalupun penempa ltaln. Sa ltu-sa ltunya l derital ya lng diallalmi 

oleh alna lk yalng berkonflik denga ln hukum, halnya l dibaltalsi kemerdeka la lnnyal bergera lk da llalm 

malsya lra lka lt bebals. Sela lin itu memberika ln bimbingaln supalyal a lnalk ya lng berkonflik denga ln 
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hukum bertoba lt, denga ln memberika ln pengertialn mengena li norma l-normal hidup daln 

kegialta ln-kegialta ln sosia ll untuk menumbuhkaln ra lsal hidup kema lsya lra lka lta ln.  

Keduduka ln istimewal alnalk da lla lm hukum itu dila lnda lsi denga ln pertimbalngaln ba lhwa l 

alna lk aldalla lh malnusia l dengaln segalla l keterbalta lsaln biologis daln psikisnya l belum ma lmpu 

memperjualngkaln segalla l sesualtu yalng menjaldi halk-halknyal. Sela lin itu, jugal disebalbka ln 

kalrena l malsa l depa ln ba lngsal terga lntung da lri malsal depa ln da lri alnalk-a lna lk sebalga li generalsi 

penerus. Oleh ka lrenal itu, alna lk sebalgali subjek dalri hukum nega lra l halrus dilindungi, 

dipelihalra l da ln dibinal demi kesejalhterala ln a lna lk itu sendiri. ALdalpun substalnsi yalng dialtur 

dalla lm Undalng-Unda lng Sistem Peraldilaln Pida lna l ALnalk alnta lra l la lin mengenali penempa ltaln 

alna lk ya lng menja lla lni proses pera ldilaln da lpalt ditempaltka ln di Lemba lga l Pembinala ln Khusus 

ALnalk (LPKAL). Berda lsalrkaln ura lia ln di a lta ls ma lkal dalpalt dinya lta lka ln ba lhwal implementalsi 

penjaltuha ln pidalnal pidalnal penja lra l sela lmal 10 ( sepuluh ) bula ln di Lemba lga l Pembinala ln 

Khusus ALnalk di Ma lsga lr terhaldalp a lna lk pela lku tindalk pidalnal percoba la ln pemerkosalaln da lla lm 

Putusaln Nomor : 44/Pid.Sus-ALnalk/2022/PN Tjk. dila lksa lna lka ln oleh ha lkim, kalrena l seca lra l 

yuridis perbualta ln a lna lk telalh terbukti seca lra l salh daln meya lkinka ln melalkukaln tindalk pida lna l 

sebalgalima lna l dialtur da lla lm Palsall 285 tentalng pemerkosalaln Jo Palsall 53 tentalng percoba la ln 

pemerkosa la ln a lya lt (1) KUHP Jo UU.RI No. 11 Ta lhun 2012 tentalng sistem Peraldila ln Pida lna l 

ALnalk, alta lu Pa lsall 289 KUHP Jo UU.RI No. 11 Ta lhun 2012 tenta lng sistem Peraldila ln Pida lna l 

ALnalk. Penja ltuha ln pida lnal penja lral buka ln sema ltal-maltal seba lgali kurungaln balda ln, teta lpi lebih 

berorienta lsi pa lda l upalyal memperba liki perila lku a lnalk algalr menja ldi lebih ba lik setelalh selesali 

menjalla lni malsa l pida lna lnyal. 

2. Releva lnsi Pida lna l Penjalral yalng Dijaltuhka ln Ha lkim Terha lda lp ALnalk Pela lku Tinda lk 

Pidalnal Percoba laln Pemerkosa laln Sesua li denga ln Tujualn Pemida lnalaln  

ALnalk merupa lka ln penerus balngsa l ya lng memiliki ta lnggungja lwa lb untuk melalnggengkaln 

kesejalhtera la ln di ma lsa l mendalta lng13.Denga ln la lndalsaln pemikiraln yalng demikialn ma lka l perlu 

alda lnya l perlindungaln terhaldalp a lna lk a lga lr di malsa l ya lng alkaln da ltalng alnalk memiliki 

kemalmpua ln serta l kesialpaln dallalm memikul ta lnggung jalwalb ya lng begitu bera lt14. Tidalk 

jalra lng alnalk memiliki prila lku yalng menyimpa lng dalla lm perspektif hukum denga ln mela lkuka ln 

perbua ltaln-perbualta ln ya lng ditentukaln dilalralng oleh hukum15. 

ALnalk diba lwa lh umur sekalralng ini balnyalk ya lng melalkuka ln tindalk pida lnal, ya lng perlu 

ditalngalni denga ln seksalmal mela llui sistem pera ldilaln pidalnal a lnalk. Kegialta ln perlindungaln 

hukum terha lda lp a lna lk merupalkaln usa lhal seluruh lalpisa ln ma lsya lra lka lt dalla lm berba lga li 

kedudukaln daln pera lnaln, yalng menya lda lri beta lpa l pentingnyal a lna lk balgi nusal da ln balngsal di 

kemudialn halri. ALna lk a lkaln ma lta lng pertumbuhaln fisik malupun mentall daln sosiallnya l, malka l 

tibal sa la ltnyal mengga lntikaln generalsi terda lhulu. Perlindungaln a lnalk merupalka ln perwujuda ln 

 
13 Muha lmmald Fa lchri Salid, “Perlindungaln Hukum Terhaldalp ALna lk Dallalm Perspektif Halk ALsalsi Malnusial,” JCH 
(Jurnall Cendekial Hukum)4, no. 1 (2018): 141, https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97 
 
14 Ria l Julialnal daln Ridwaln ALrifin, “ALnalk da ln Kejalhaltaln (Falktor Penyebalb daln Perlindungaln Hukum),” Jurnall 
Selalt 6, no. 2 (2019): 22534, https://doi.org/10.31629/selalt.v6i2.1019 
 
15 Dony Pribaldi, “Perlindunga ln Terhaldalp ALnalk Berhaldalpaln Dengaln Hukum,”Jurnall Hukum Volkgeist 3, no. 1 
(2018): 1528, https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110 
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alda lnya l kealdila ln dalla lm16.ALnalk ya lng mela lkuka ln pelalnggalra ln hukum altalu mela lkuka ln 

tindalkaln krimina ll salnga lt dipengalruhi bebera lpa l fa lktor lalin di lualr diri alna lk seperti perga lula ln, 

pendidikaln, tema ln bermalin da ln sebalgalinya l, kalrenal tinda lk pida lna l ya lng dilalkuka ln oleh alnalk 

palda l umumnyal a lda llalh merupalkaln proses meniru a ltalupun terpenga lruh tindalka ln nega ltif dalri 

oralng dewa lsal alta lu oralng disekitalrnya l. Ketika l alna lk tersebut diduga l melalkuka ln tindalk 

pidalna l, sistem pera ldilaln formall ya lng a lda l pa lda l alkhirnya l menempa ltka ln alna lk da llalm sta ltus 

nalralpida lna l tentunyal membalwa l konsekuensi yalng cukup besalr da llalm ha ll tumbuh kemba lng 

alna lk. Proses penghukuma ln yalng diberika ln kepalda l alnalk lewalt sistem peraldila ln pidalna l 

formall denga ln mema lsukkaln alna lk ke da llalm penja lral ternya lta l tidalk berha lsil menjaldika ln a lna lk 

jeral da ln menjaldi pribaldi yalng lebih ba lik untuk menunjalng proses tumbuh kemba lngnya l. 

Penjalra l justru seringkalli membualt a lna lk sema lkin profesiona ll dallalm melalkuka ln tindalk 

kejalha lta ln17. 

Paldal da lsa lrnya l terda lpa lt bebera lpa l allterna ltif sa lnksi pidalna l yalng dalpalt digunalka ln halkim 

sesuali denga ln Pa lsa ll 71 UUSPPA L a lda llalh pida lnal peringa lta ln; pida lnal dengaln syalralt, ya lng 

terdiri a ltals: pembina laln di lua lr lembalgal, pela lya lna ln malsya lralkalt, alta lu pengalwalsa ln; Pela ltihaln 

kerjal daln pembinalaln dallalm lemba lga l. Menurut halkim alnalk telalh mela lkukaln tindalk pida lna l 

daln la lya lk dijaltuhi pida lnal penjalral. Sesuali dengaln ketentualn dalla lm Palsall 7 alya lt (2) Undalng-

Undalng Nomor 11 Ta lhun 2012 tentalng Sistem Peraldila ln ALna lk dijela lskaln ba lhwa l pida lna l 

penjalral yalng da lpa lt dijaltuhkaln kepaldal ALna lk palling 1⁄2 (sa ltu per dua l) dalri malksimum 

alncalma ln pidalnal penja lral balgi ora lng dewa lsa l. Releva lnsi tindalk pida lnal penjalral ya lng 

dijaltuhkaln ha lkim terha ldalp a lna lk pela lku tindalk pidalna l perda lga lnga ln a lnalk sesua li denga ln 

tujualn pemidalnalaln terleta lk paldal substa lnsi penjaltuha ln pidalnal sebalgali upalya l pembina la ln 

terhaldalp alnalk. 

Upalyal ini merupalkaln upalya l yalng terencalnal da ln terpaldu untuk membentuk alna lk 

menjaldi malnusia l yalng talalt pa lda l hukum. ALnalk ya lng menyaldalri kesalla lha lnnya l da ln 

menunjukkaln perkemba lngaln ya lng ba lik sela lmal malsa l pembinalaln dihalralpkaln tidalk kemba lli 

lalgi mela lkuka ln tindalk pidalna l a lta lu perbualtaln melalngga lr hukum. Ja lksa l dallalm ha ll ini dalpalt 

memintal lalporaln a ltals perkembalngaln kepribaldialn alna lk selalma l menja llalni malsa l pembinalaln 

sebalgali upalyal untuk memperba liki kepribaldia ln alna lk. Hall ini sesua li dengaln esensi ya lng 

terkalndung da llalm tujua ln Sistem Pera ldilaln Pidalna l ALnalk aldalla lh untuk memberikaln 

perlindungaln kepa lda l alnalk daln menja lmin keseja lhtera la ln a lna lk, meskipun ial berkonflik dengaln 

hukum. Penjaltuha ln sa lnksi hukum terha lda lp a lna lk halrus bena lr-bena lr secalral proporsiona llitals, 

tidalk halnya l memberi salnksi yalng berorienta lsi palda l penghukuma ln (pidalnal penja lra l) sema ltal, 

alka ln tetalpi jugal memberikaln a llterna ltif la lin dallalm bentuk pembina laln (trea ltment) sesuali 

dengaln tujua ln pemida lna laln18. 

 ALnalk ya lng menyaldalri kesa llalhalnnyal da ln menunjukkaln perkemba lnga ln yalng ba lik 

selalma l malsal pembinala ln dihalra lpka ln tidalk kemballi lalgi mela lkukaln tindalk pidalnal alta lu 

perbua ltaln mela lngga lr hukum. Jalksa l dalla lm hall ini dalpa lt meminta l la lpora ln altals perkemba lnga ln 

 
16 PROSES HUKUM TINDA LK PIDALNA L PEMBUNUHA LN YA LNG DILA LKUKALN OLEH ALNALK DIBA LWALH UMUR DITINJA LU DALRI 

UNDA LNG-UNDA LNG NOMOR 11 TA LHUN 2012 TENTALNG SISTEM PERALDILALN PIDALNAL ALNALK1Oleh :ALnselmus S. J. 
Malndalgie 
17 Peneralpaln Diversi Sebalgali Upalyal Perlindungaln Huku Terhaldalp ALnalk Pelalku Tindalk Pidalnal Fiskal ALnalndal* 

 Malhalsiswal Progralm Malgister (S2) Ilmu Hukum Falkultals Hukum UNISSULAL Semalralng 
18 Moch. Falisall Sallalm, Hukum ALcalral Perlindungaln ALnalk di Indonesial, Malndalr Malju, Balndung, 2013, hlm. 
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kepribaldialn a lna lk sela lmal menja llalni ma lsa l pembinala ln seba lga li upalyal untuk memperbaliki 

kepribaldialn alnalk. Perlindunga ln hukum terhaldalp alna lk ya lng berkonflik denga ln hukum terus 

diupalya lka ln dalla lm ra lngkal memenuhi halk-ha lk alna lk yalng berkonflik denga ln hukum. 

Pemberlalkualn Undalng-Undalng Nomor 11 Ta lhun 2012 tentalng Sistem Peraldila ln Pida lna l 

ALnalk merupalkaln sua ltu lalngkalh nya ltal ya lng ditempuh oleh pemerinta lh dallalm ra lngka l 

memberikaln jalmina ln da ln kepalstia ln hukum balgi alnalk ya lng berkonflik denga ln hukum. 

Perubalhaln penga ltura ln usial a lna lk da llalm Unda lng- Undalng Pengaldila ln ALnalk ke Unda lng-

Undalng Sistem Peraldila ln Pidalnal ALnalk dinila li tidalk bersifalt netrall da ln halnyal mementingka ln 

alsa ls kepentinga ln terba lik balgi alnalk sebalgali perlindungaln terhaldalp alna lk, seda lngka ln 

sehalrusnyal undalng- unda lng ini dibualt tidalk ha lnya l melindungi pela lku teta lpi jugal korba ln a lta lu 

kerugialn yalng ditimbulka ln a lkiba lt dalri perbua ltaln pela lku.Undalng-undalng tersebut sudalh 

tidalk sesuali lalgi dengaln kebutuhaln hukum dalla lm malsyalralkalt19. dalpalt diidentifikalsi balhwal 

polal pikir pela lku a lna lk pun sudalh menunjuka ln kedewa lsalaln berikut ciri kedewalsa la ln a lna lk : 

a. Kesallalhaln alnalk ya lng berkonflik denga ln hukum Ha ll tersebut merupa lkaln syalra lt utalma l 

untuk dalpalt dipida lna lnya l seseoralng. Kesalla lha ln di sini mempunya li alrti seluals-lualsnya l, 

yalitu dalpalt dicela lnya l alnalk yalng berkonflik denga ln hukum tersebut. Kesenga lja la ln daln nia lt 

alna lk yalng berkonflik denga ln hukum halrus ditentukaln seca lral norma ltif daln tidalk secalra l 

fisik. Untuk menentuka ln alda lnya l kesengalja la ln da ln nialt halrus diliha lt da lri peristiwal demi 

peristiwal, ya lng ha lrus memegalng ukura ln normaltif dalri kesengalja la ln da ln nialt itu alda lla lh 

halkim. Ha lkimla lh ya lng halrus menilali sualtu perbualta ln in concreto denga ln ukuraln norma l 

penghalti-halti a lta lu pendugal- dugal, seralyal memperhitungkaln di da lla lmnyal segalla l kea ldalaln 

daln jugal kea lda la ln pribaldi alnalk ya lng berkonflik denga ln hukum. Ja ldi segalla l kealda la ln yalng 

objektif daln yalng menyalngkut alnalk yalng berkonflik dengaln hukum sendiri ha lrus diteliti 

dengaln seksalma l. Untuk menentukaln nia lt dalri alnalk yalng berkonflik denga ln hukum dalpalt 

digunalka ln ukura ln alpalkalh ial aldal kewaljiba ln untuk berbualt la lin. Kewa ljibaln ini dalpa lt 

dialmbil dalri ketentua ln Undalng- Unda lng a lta lu dalri lua lr Unda lng-Undalng, yalitu dengaln 

memperha ltikaln segalla l kealdalaln alpa lka lh ya lng sehalrusnyal dila lkukaln malkal ha ll tersebut 

menjaldi da lsalr untuk dalpalt menga lta lkaln balhwa l terdalpa lt unsur sengalja l. 

b. Motif daln tujualn dilalkukalnnya l sua ltu tindalk pidalnal Da lla lm kalsus tindalk pidalna l diketa lhui 

balhwal perbualta ln tersebut mempunya li motif da ln tujualn untuk denga ln sengalja l mela lwaln 

hukum 

c. Calra l melalkukaln tinda lk pidalnal A Lnalk yalng berkonflik denga ln hukum melalkukaln 

perbua ltaln tersebut a ldal unsur yalng direnca lna lkaln terlebih da lhulu untuk mela lkuka ln tinda lk 

pidalna l tersebut. Mema lng terdalpa lt unsur nia lt di dalla lmnyal ya litu keingina ln si alnalk yalng 

berkonflik denga ln hukum untuk melalwa ln hukum. 

d. Sikalp ba ltin a lnalk ya lng berkonflik denga ln hukum Balhwa l sika lp baltin itu tidalk dalpalt diukur 

daln dilihalt. Tidalklalh mungkin diketalhui balgalimalnal sika lp ba ltin seseora lng yalng 

sesungguh-sungguhnyal, malka l ha lrusla lh ditentukaln da lri lua lr balgalima lna l sehalrusnya l ial 

berbua lt denga ln mengalmbil ukuraln sika lp ba ltin oralng pa lda l umumnya l, a lpa lbilal a ldal da llalm 

situalsi yalng sa lmal dengaln alna lk yalng berkonflik denga ln hukum tersebut. Hall ini dalpa lt 

 
19 Jefferson B. Palngemalnaln,” Pertalnggungjalwalbaln Pidalnal ALnalk Dallalm Sistem Peraldilaln Pidalnal Indonesial”, Lex Et 
Societaltis, Vol. III/No. 1,2015,hlm.104 
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diidentifikalsikaln dengaln melihalt palda l ra lsa l bersallalh da ln ra lsa l penyesa llaln alta ls 

perbua ltalnnyal, sertal berjalnji tidalk alkaln mengulalngi perbua lta ln tersebut. ALnalk ya lng 

berkonflik denga ln hukum jugal memberika ln ga lnti rugi alta lu ua lng salntunaln palda l kelualrga l 

korbaln daln mela lkuka ln perda lmalialn seca lra l kekelualrga la ln ya lng ba lik. Ha ll tersebut juga l 

menjaldi fa lktor pertimbalngaln ha lkim dallalm ha ll penjaltuhaln pidalnal. 

e. Riwalya lt hidup daln kealdala ln sosiall ekonomi Riwa lya lt hidup daln kea lda la ln sosiall ekonomi 

alna lk ya lng berkonflik denga ln hukum juga l salngalt mempengalruhi putusaln halkim yalitu da ln 

memperingaln hukuma ln balgi alnalk ya lng berkonflik dengaln hukum, misa llnyal belum 

perna lh mela lkuka ln perbualta ln tindalk pida lnal a lpa l pun, beralsall dalri kelua lrgal balik-balik, 

tergolong dalri ma lsyalralkalt ya lng berpengha lsilaln sedalng-seda lng sa lja l (kalla lnga ln kela ls 

balwalh). 

f. Sikalp daln tindalkaln alnalk yalng berkonflik dengaln hukum sesuda lh melalkuka ln tinda lk 

pidalna l ALnalk ya lng berkonflik denga ln hukum dalla lm dimintali ketera lnga ln alta ls kejaldia ln 

tersebut, ial menjelalskaln dengaln tidalk berbelit-belit, ial menerimal daln menga lkui 

kesalla lha lnnya l. Hall ini juga l menjaldi pertimbalngaln balgi ha lkim untuk memberika ln 

keringalnaln pida lna l balgi a lnalk ya lng berkonflik denga ln hukum. Kalrena l halkim melihalt alnalk 

yalng berkonflik denga ln hukum berlalku sopaln daln ma lu bertalnggung jalwalb, juga l 

mengalkui semua l perbualtalnnya l denga ln ca lral berterus tera lng da ln berkalta l jujur. Kalrena l 

alka ln mempermudalh ja lla lnnyal persidalngaln. 

g. Pengalruh pida lna l terhaldalp malsa l depa ln a lna lk ya lng berkonflik denga ln hukum Pida lnal juga l 

mempunyali tujualn ya litu selalin membualt jeral kepalda l a lna lk yalng berkonflik denga ln 

hukum, jugal untuk mempengalruhi a lna lk yalng berkonflik denga ln hukum algalr tidalk 

mengulalngi perbua lta lnnyal tersebut, membeba lskaln ra lsa l bersa llalh pa ldal alnalk ya lng 

berkonflik denga ln hukum, memalsyalralkaltkaln alna lk yalng berkonflik denga ln hukum 

dengaln menga ldalkaln pembinalaln,sehinggal menjaldika lnnya l ora lng ya lng lebih balik da ln 

berguna l. Penjaltuhaln pidalna l terhaldalp alnalk yalng berkonflik denga ln hukum dilalkuka ln 

untuk memperbaliki kesallalha lnnya l. 

h. Palndalngaln malsya lralkalt terhaldalp tinda lk pidalnal yalng dilalkukaln alnalk yalng 

i. berkonflik denga ln hukum Berdalsa lrkaln ketentualn Palsall 1 A Lngka l (3) Undalng-Undalng 

Nomor 11 Talhun 2012 tenta lng Sistem Peraldilaln Pidalnal ALnalk (UUSPPA L) menyebutkaln 

balhwal yalng dima lksud dengaln alnalk yalng berkonflik dengaln hukum alda llalh a lna lk ya lng 

telalh berumur 12 (dua l belals) talhun, teta lpi belum berumur 18 (dela lpaln belals) ta lhun ya lng 

didugal mela lkuka ln tindalk pidalna l. Seca lra l definitif UUSPPA L memberikaln baltalsa ln 

pertalnggungjalwalbaln usial a lnalk yalng berkonflik dengaln hukum aldalla lh a lntalra l 12 talhun 

salmpa li denga ln kuralng dalri 18 talhun. Sehubungaln denga ln pertalnggungja lwalbaln pidalna l, 

palda l dalsalrnyal hukum positif yalng berla lku di Indonesia l telalh menentukaln balhwa l 

penera lpa ln hukum pida lnal halrus berla lnda lskaln palda l alsals lega llitals seba lgalimalnal dia ltur 

dalla lm Palsa ll 1 alya lt (1) KUHP, balhwal tidalk aldal sualtu perbua lta ln dalpalt dipidalnal kecua lli 

alta ls kekua lta ln 

j. altura ln pida lna l da llalm perundalng-undalngaln yalng telalh a lda l, sebelum perbua ltaln 

k. dilalkukaln. Perbua lta ln Pidalna l yalng da lpalt dikenalka ln salnksi aldalla lh perbua ltaln ya lng 

mengalndung sifalt melalwaln hukum. Demikia ln pulal ha llnya l dengaln pela lku ya lng ma lsih 

dalla lm kaltegori usia l a lnalk, alpalbila l melalkukaln tindalk pida lnal malkal tetalp halrus 
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mempertalnggungjalwalbkalnnya l di depa ln hukum, sesuali dengaln pera lturaln perundalng-

undalnga ln ya lng berlalku. Sesuali dengaln alsals legallitals ma lka l seseora lng tidalk a lka ln da lpa lt 

dijaltuhi pidalna l talnpal a ldalnya l unsur mela lwa ln hukum. Seseoralng yalng memenuhi unsur 

melalwa ln hukum alka ln dimintal pertalnggungja lwalba ln pidalna l altals tindalkaln yalng tela lh 

diperbualt. KUHP menga ltur tentalng perta lnggungjalwa lba ln pida lna l yalng tidalk dalpa lt 

dijaltuhkaln kepa ldal seseoralng yalng melalkuka ln perbualta ln mela lwa ln hukum, yalitu alpalbila l 

tidalk malmpu bertalnggung jalwa lb, belum menca lpa li usial 16 ta lhun, a ldalnya l pa lksa la ln, 

pembelalaln terpa lksa l ya lng melalmpa lui ba ltals, perintalh unda lng-unda lng, daln melalksa lna lka ln 

perintalh ja lba lta ln. Ha lkim dalpa lt menja ltuhkaln putusaln ya lng berisi memerinta lhka ln kepalda l 

alna lk yalng mela lkuka ln tindalk pidalnal untuk dikemballikaln kepalda l ora lng tual altalu walli 

talnpa l menja ltuhka ln hukumaln pida lna l a lpa lpun daln tida lk diminta l perta lnggungjalwa lba ln 

pidalna lnya l ka lrenal alna lk tersebut belum menca lpa li usial 16 talhun. 

Dalla lm ka lsus-ka lsus pelalku alnalk, perila lkunya l a ltalu ca lra lnya l mela lkuka ln tindalk pida lna l 

alta lu kejalhalta ln aldal ya lng melebihi oralng dewa lsa l daln jikal dilihalt dalri jalwa lbaln-ja lwalba ln a ltalu 

ketera lnga ln-ketera lnga ln yalng diberika ln pelalku a lnalk, dalpalt diidentifikalsi balhwal polal pikir 

pelalku alnalk pun suda lh menunjukaln kedewa lsalaln.Penjela lsa ln dia ltals menunjukaln secalra l 

psikologis, rentalng usia l alna lk alnta lra l 16 talhun salmpali dengaln 18 ta lhun sudalh memiliki ra lsa l 

talnggung ja lwa lb, a lrtinyal pelalku suda lh dalpa lt mempertalnggungjalwalbkaln perbualta lnnya l. Pa ldal 

mulalnyal da lla lm Undalng-Undalng Penga ldila ln ALnalk, baltals usial a lna lk yalng dalpalt dipidalna l 

alda lla lh 8 ta lhun, na lmun Undalng-Unda lng Pengaldilaln ALna lk ini kemudia ln diujikaln ke 

Malhka lmalh Konstitusi(MK) denga ln Putusa ln Nomor 1/PUU-VIII/2010 tertalngga ll 24 

Februalri 2011 dengaln almalr putusaln ba lhwa l baltalsaln renta lng 8-16 ta lhun yalng terda lpa lt dalla lm 

UU Pera ldilaln A Lna lk bertenta lnga ln denga ln UUD NRI 1945 seca lra l bersyalra lt, kecua lli dimalkna li 

12 talhun. 

Balhwa l a ldalnyal kalsus a lta lu pelalngga lraln hukum oleh alnalk diseba lbka ln berbalga li fa lktor, 

dialntalra lnya l a lrus globa llisalsi di bidalng komunikalsi daln informa lsi, kemaljua ln ilmu 

pengetalhualn daln teknologi, sertal perubalhaln ga lyal hidup yalng memba lwal perubalhaln sosia ll 

yalng da llalm kehidupa ln malsya lra lka lt daln berpengalruh pa lda l nilali da ln perilalku a lna lk. Selalin itu 

alna lk ya lng kura lng a lta lu tidalk memperoleh bimbinga ln kalsih sa lya lng, pembinala ln da llalm 

pengemba lngaln sika lp da ln perilalku, penyesua lialn diri sertal pengalwalsaln dalri oralng tua l, wa lli 

alta lu ora lng tua l a lsuh.Ha ll ini alkaln menyeba lbka ln alna lk muda lh terseret pa ldal perga lulaln yalng 

kuralng seha lt, sehingga l alka ln merugikaln perkemba lnga ln pribaldinya l da ln membukal pelualng 

balgi a lna lk untuk mela lkukaln tindalk pidalnal. 

ALnalk yalng sudalh berusia l 14- 18 ta lhun dialngga lp tela lh da lpa lt memberika ln 

pertalnggungjalwalbaln a ltals tindalk pida lna l yalng telalh dila lkuka lnnya l. A Lnalk yalng malsuk dalla lm 

kaltegori ini sudalh dalpalt divonis berupa l hukumaln penja lra l. ALla lsa ln pembalta lsa ln usia l 

pertalnggungjalwalbaln pidalna l a lnalk usia l di balwalh 12 talhun yalng mela lkukaln tindalk pida lna l 

menurut UUSPPAL a lda llalh balhwal seoralng a lnalk tidalk dalpalt melindungi dirinya l sendiri da lri 

berba lga li alncalmaln kekeralsaln ya lng menimbulkaln kerugialn menta ll, fisik, sosiall dallalm 

berba lga li bidalng kehidupaln da ln penghidupa ln. 

Dalsa lr filosofis pemberla lkualn UUSPPA L aldalla lh pondalsi kehidupaln nega lral Indonesia l 

dalla lm berba lngsa l daln bernega lra l, ya litu Palnca lsilal. Peneralpaln nila li-nilali Palncalsila l di dalla lm 

sualtu hukum mencerminkaln sua ltu kealdila ln, ketertibaln, daln keseja lhteralaln ya lng dicital-
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citalka ln oleh ma lsya lralka lt Indonesia l. Da lsa lr sosiologis penyelengga lra la ln lembalga l peraldila ln 

pidalna l alna lk tidalk halnyal dalpa lt menguntungkaln tetalpi jugal dalpalt merugika ln kondisi mentall, 

fisik, sosiall alnalk. Tinda lk pidalnal a lna lk, salalt ini cenderung meningka lt dibalndingka ln denga ln 

tindalk pidalna l lalinnya l. Halmpir semua l tindalk pidalna l yalng dilalkukaln oleh oralng dewalsal 

Dalsa lr pertimba lnga ln halkim Malhka lma lh Konstitusi a lda lla lh Malhka lma lh berpenda lpa lt, balta ls 

umur delalpaln ta lhun ba lgi alna lk untuk dialjuka ln ke sidalng da ln belum menca lpali umur dela lpa ln 

talhun da lpa lt dilalkuka ln pemeriksalaln oleh penyidik, seca lra l falktua ll bena lr, umur rela ltif rendalh. 

Paldal perkemba lnga ln selalnjutnyal pengalturaln pertalnggungjalwa lba ln pidalna l balgi a lnalk 

terdalpalt da llalm Undalng-undalng Nomor 11 Talhun 2012 tentalng Sistem Peraldila ln Pida lna l 

ALnalk. Hall ini menginga lt permalsa lla lhaln alnalk ya lng berkonflik denga ln hukum, balik sebalgali 

korbaln ma lupun alnalk sebalga li pelalku (subjek) tinda lk pidalnal, merupalkaln permalsa lla lha ln yalng 

sering dihalda lpi oleh halmpir semual negalral. Dalri definisi tersebut terliha lt jelals balhwa l 

legislaltif tela lh menyepalkalti usial dela lpa ln talhun alda lla lh usial ya lng belum cocok untuk da lpa lt 

dimintal pertalnggungja lwalba ln altals perbualta ln ya lng telalh dilalkuka lnnya l, kalrena l alnalk ya lng 

berusial dela lpa ln talhun ma lsih belum mengerti a lpal yalng dilalkukalnnyal. Sedalngka ln alnalk ya lng 

berusial 12 ta lhun teta lpi belum mencalpali usia l 18 talhun ya lng diduga l melalkukaln tindalk pidalna l 

alka ln teta lp dalpalt dia ldili di persidalngaln alnalk. Lebih jela ls da llalm Pa lsall 20 UUSPPA L 

menyebutkaln ba lhwa l: “Dalla lm ha ll tindalk pidalnal dilalkuka ln oleh alnalk sebelum genalp berumur 

18 talhun daln dia ljukaln ke sida lng pengaldila ln alna lk setelalh a lna lk ya lng bersalngkuta ln 

melalmpa lui baltals umur 18 ta lhun, teta lpi belum menca lpali umur 21ta lhun, a lnalk teta lp dia ljukaln 

ke sidalng a lna lk”. 

ALnalk ya lng berusial di ba lwalh 12 talhun da ln diduga l alta lu melalkukaln tinda lk pidalna l, ma lka l 

alna lk tersebut tida lk da lpalt dimintal perta lnggungjalwalba ln seca lral hukum daln alnalk tersebut 

dikemballikaln kepaldal oralng tual alta lu wa llinyal. Pa lsall 21 UUSPPA L menyaltalkaln ba lhwa l seoralng 

penyidik, pembimbing kema lsya lralkalta ln, da ln pekerjal sosia ll profesiona ll mengalmbil keputusa ln 

untuk menyeralhkaln kemballi kepaldal oralng tual/wa lli alta lu mengikutsertalka lnnya l dallalm 

progra lm pendidikaln, pembina laln, da ln pembimbingaln di instalnsi pemerintalha ln altalu Lemba lga l 

Penyelengga lra l Keseja lhteralaln Sosia ll di instalnsi ya lng menalngalni bidalng kesejalhteralaln sosiall, 

balik di tingka lt pusa lt ma lupun dalera lh, palling lalmal ena lm bula ln. juga l dila lkukaln oleh a lna lk-

alna lk. ALdalpun falktor penyeba lbnyal aldalla lh kealdalaln sosiall ekonomi ya lng kuralng kondusif, 

pengalruh perkemba lnga ln dalla lm bida lng komunikalsi da ln informalsi, hibura ln, perkembalngaln 

ilmu pengetalhua ln, da ln peruba lha ln ga lya l hidup. Sela lin itu, penga lruh dalri situalsi kelua lrgal juga l 

menjaldi falktor yalng penting misa llnyal alnalk kura lng mendalpaltka ln kalsih sa lyalng daln perha ltialn 

dalri kelualrga lnyal sehinggal a lna lk tersebut denga ln mudalh terpenga lruh oleh hall-hall nega ltif 

yalng a lda l da llalm lingkungaln ma lsyalra lka lt. 

Pemidalnalaln terha lda lp alnalk halrus da lpa lt mewujudkaln keseja lhtera la ln a lnalk. Halkim 

menjaltuhka ln pidalnal terhalda lp a lna lk berorienta lsi palda l upa lya l memberika ln yalng pa lling balik 

balgi a lna lk, ta lnpal mengorbalnkaln kepentinga ln malsya lra lka lt da ln tega lknyal wiba lwal hukum. 

Salnksi pidalnal yalng dija ltuhkaln kepaldal alnalk didalsa lrka ln kepaldal kebenalraln, kealdila ln da ln 

kesejalhtera la ln alnalk. Pera ldilaln Pida lnal A Lna lk sebalga li upalyal koreksi, reha lbilitalsi, sehingga l 

cepa lt alta lu lalmba lt, alnalk dalpa lt kemballi ke kehidupa ln malsyalralkalt norma ll daln bukaln untuk 

mengalkhiri halra lpa ln daln potensi malsal depalnnyal. Penjaltuha ln pidalnal altalu tindalka ln 

merupalkaln sua ltu tindalkaln yalng ha lrus diperta lnggungjalwa lbka ln daln da lpa lt bermalnfa la lt balgi 
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alna lk da lla lm ra lngkal pemenuhaln terhaldalp halk-halk alna lk. 

Penera lpa ln pida lnal terha ldalp a lna lk ya lng berkonflik dengaln hukum berorienta lsi palda l 

pembinala ln daln perlindungaln terha lda lp a lna lk. ALdalnyal UU SPPA L memposisikaln alpalra lt 

penega lk hukum untuk menguta lma lka ln proses pembina laln daln perlindunga ln hukum terha lda lp 

alna lk yalng berkonflik denga ln hukum sesuali dengaln peralnnyal malsing-malsing dallalm sistem 

pera ldilaln pidalnal a lna lk tersebut. ALnalk ya lng berkonflik denga ln hukum ya lng telalh kemba lli ke 

malsya lra lka lt diha lra lpka ln tidalk kemballi la lgi melalkuka ln tinda lk pida lna l, meskipun dalla lm 

kehidupalnnyal kelalk a lka ln berha ldalpaln denga ln malsya lra lka lt ya lng kompleks. Pemberla lkuka ln 

UU SPPAL memberi perlindungaln daln pela lya lna ln alnalk ya lng berkonflik denga ln hukum. 

Sistem peraldilaln pa lda l halkika ltnyal identik denga ln sistem penega lka ln hukum, kalrena l proses 

pera ldilaln paldal proses menegalkkaln hukum. Ja ldi palda l halkika ltnya l identik dengaln “sistem 

kekualsalaln keha lkimaln” kalrena l kekualsa la ln kehalkimaln paldal dalsalrnyal juga l merupalkaln 

kekualsalaln a lta lu kewena lngaln penega lka ln hukum Halkim da llalm membua lt keputusaln ha lrus 

memperha ltikaln sega llal alspek di dallalmnya l, ya litu mulali da lri perlunyal kehalti- ha ltialn serta l 

dihindalri sedikit mungkin ketida lkcermalta ln, balik bersifa lt formall malupun malteriil salmpa li 

dengaln a lda lnya l keca lka lpaln teknik da llalm membualtnya l. Halkim ya lng cermalt daln ha lti-halti 

dalla lm merumuskaln putusalnnya l tersebut a lka ln menghalsilka ln putusaln yalng bena lr-bena lr 

berlalndalskaln paldal kealdilaln da ln memenuhi a lspek kepalstia ln hukum. 

Tujualn pemidalnalaln a lnalk melallui peraldila ln pidalna l alnalk seba lga li upalya l untuk 

mewujudkaln kesejalhtera laln a lna lk denga ln menguta lmalkaln kepentinga ln terbalik ba lgi alna lk 

sebalgali balgia ln integra ll dalri keseja lhterala ln sosia ll. Pemberlalkukaln sistem pera ldilaln pida lna l 

alna lk mempertimbalngka ln balhwal alnalk aldalla lh genera lsi penerus ba lngsa l yalng sehalrusnya l 

dalpa lt tumbuh daln berkemba lng secalra l waljalr sesuali denga ln usia lnya l, sertal beraldal da lla lm 

pengalsuhaln da ln perlindungaln da lri oralng tual, malsya lra lka lt daln negalra l.Perkembalngaln ya lng 

terjaldi seka lra lng ini, a lna lk melalkukaln perbua ltaln yalng tidalk ba lik sehingga l dalpalt merugika ln 

oralng la lin da ln merugika ln diri sendiri. Ba lhka ln sala lt ini alna lk-alnalk tida lk halnya l mela lkuka ln 

kenalkalla ln berupal pelalnggalraln, na lmun perbua lta ln mereka l sudalh menga lralh pa ldal perbua lta ln 

pidalna l. Balgi alnalk-alnalk yalng mengalla lmi permalsa llalhaln pidalnal ma lka l alka ln berha ldalpaln 

dengaln Pera ldilaln pida lna l alna lk merupalkaln sualtu pera ldilaln yalng khusus menalngalni perkalra l 

pidalna l a lna lk.  

Sesuali dengaln alma lna lt Undalng-Unda lng Nomor 11 Ta lhun 2012 tenta lng Sistem 

Peraldila ln Pidalna l ALna lk malkal penalngalnaln a lna lk yalng berkonflik denga ln hukum halrus 

diperlalkukaln secalral malnusia lwi, tidalk boleh diperla lkukaln secalral diskriminaltif, halrus 

diperhaltika ln halk-ha lk alna lk seperti keseja lhteralaln, ha lk mendalpa ltka ln vokalsi sosiall, 

pendalmpinga ln ora lng tual da ln penda lmpingaln hukum. Pemida lnala ln terhaldalp alnalk ini 

merupalkaln upa lyal ya lng terencalnal da ln terpaldu untuk membentuk a lna lk menjaldi malnusial yalng 

tala lt pa lda l hukum. ALnalk yalng menya lda lri kesalla lhalnnya l daln menunjukka ln perkemba lnga ln 

yalng balik sela lma l malsa l pemidalna la ln dihalralpkaln tidalk kemba lli lalgi melalkukaln tindalk pidalna l 

alta lu perbualta ln mela lngga lr hukum. 

 

KESIMPULAN 

Berdalsalrkaln halsil penelitialn daln pembalhalsaln malkal dalpalt disimpulkaln 

sebalgali berikut: 



78 

Meilinza dkk, Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Percobaan Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus-

Anak/2022/Pn Tjk. 

 

 

 

1. Efektivitals penjaltuhaln pidalnal pidalnal penjalral selalmal 10 (sepuluh) bulaln di 

LPKAL daln terhaldalp alnalk pelalku tindalk pidalnal percobalaln pemerkosalaln 

dallalm Putusaln Nomor: 44/Pid.Sus-ALnalk/2022/PN.Tjk dijaltuhkaln oleh halkim 

sudalh cukup efektiv dimalnal perbualtaln alnalk telalh terbukti secalral salh daln 

meyalkinkaln melalkukaln tindalk pidalnal percobalaln pemerkosalaln yalng dialtur 

dallalm palsall Palsall 285 Jo Palsall 53 alyalt (1) KUHP Jo UU.RI No. 11 Talhun 2012 

tentalng sistem Peraldilaln Pidalnal ALnalk, altalu Palsall 289 KUHP Jo UU.RI No. 11 

Talhun 2012 tentalng sistem Peraldilaln Pidalnal ALnalk dimalnal alnalk halrus 

menerimal hukumaln tersebut. 

2. Relevalnsi pidalnal penjalral yalng dijaltuhkaln halkim terhaldalp alnalk pelalku tindalk 

pidalnal percobalaln pemerkosalaln alnalk dengaln tujualn pemidalnalaln yalng 

dijaltuhkaln halkim terhaldalp ALnalk pelalku tindalk pidalnal percobalaln 

pemerkosalaln alnalk sudalh sesuali dengaln tujualn pemidalnalaln dallalm putusaln 

Nomor: 44/Pid.Sus-ALnalk/2022/PN.Tjk tersebut halkim bukaln semaltal-maltal 

menjaltuhkaln pidalnal dengaln tujualn penghukumaln altalu memberikaln efek jeral 

saljal tetalpi dallalm hall ini halkim bertujualn untuk memperbaliki perilalku alnalk. 

Penjaltuhaln pidalnal bukaln semaltal-maltal memballals kesallalhaln alnalk tetalpi 

berorientalsi paldal pembinalaln paldal kepribaldialn alnalk algalr menjaldi algalr 

menjaldi lebih balik setelalh selesali menjallalni malsal pidalnalnyal. 
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